
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

PROVINSIACEH

NOMOR Tl TAHUN 2017

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat . 1

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten

Aoeh Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran

Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara

Tahun Anggaran Anggaran 2017.
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Undano-Undano Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentano Pembentukan
Daerah" Otonoin Kabuoaten-kabuoaten dalam Linok-unoan Daerah
Propinsi Sumatera Utard (Lembaran Negara Republik'lndo"nesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undano-Undano Nomor 12 Tahun 1985 tentano Paiak Bumi dan
Banoutan ileribaran Neoara Reoublik lndonesia Yahuh 1985 Nomor
68. lambahan Lembaran- Neoarb Nomor 33'12) sebaoaimana telah
diubah denoan Undano-Undaio Nomor 12 Tahun 19U4 (Lembaran
Neqara Re-publik Indo'nesia fahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Leribaran N'egara Nomor 3569);

Undano-Undano Nomor 28 Tahun '1999 tentano Penvelenooaraan
Neoara" vano dersih dan Bebas dari Koruosi. KoIusi dah Ne-o-otisme
(Le"mbar6n \eqara Republik lndonesia 'Tahun 1999 Nomor 75
fambahan Lem6aran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undanq-Undanq Nomo' 44 Tahun 1999 tentanq Penvelenqqaraan
Keistim"ewaan f,ropinsi Daerah lstimewa Aceh;

Undano-Undano Nomor 17 Tahun 2003 tentano Keuanoan Neoara
(Lemb5ran Ne-qara Republik lndonesia Tahun- 2003 lomor "47,

Tambahan Lem6aran Ne!ara Republik lndonesia Nomor 4286),
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6. Undang-undang....

BUPATIACEH UTARA

BUPATIACEH UTARA,

1
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6 Undano-Undano Nomor 1 Tahun 2004 tentano Perbendaharaan
Neoara'(Lembaian Neqara Republik lndonesia Tah-un 2004 Nomor 5,
Taffibahln Lembaran Nlegara Republik lndonesia Nomor 4355);

7 Undano-Undano Nomor 15 Tahun 2004 tentanq
Penoe[olaan dan Tanoounoiawab Keuanoan Neq-ara
NeqEra Reoublik lndoiSsia-'Tahun 2004"Nomor-66,
Leribaran Nbgara Republik Indonesia Nomor 4400);

Pemeriksaan
(Lembaran
Tambahan

8. Undano-Undano Nomor 25 Tahun 2004 tentano Sistem Perencanaan
Pemba"nounan Nasional (Lembaran Neoara Redublik Indonesia Tahun
2004 No'mor 104, Tambahan Lembarln Negara Republik lndonesia
Nomor 4421);

9. Undano-Undano Nomor 33 Tahun 2004 tentano Perrmbanoan
Keuandan ant"ara Pemerintah Pusat dan Pemer'rntahan Daeiah
(Lemb5ran Neqara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor '126,

tambahan LemEaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

'10. Undano-tJndano Nomor 11 Tahun 2006 tentanq Pemerintahan Aceh
(LembJran Ne-qara Republik lndonesia Tahu; 2006 Nomor 26
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

11. Undano-Undano Nomor 28 Ta
Retribu"si Daera'h (Lembaran Ne
No'nor 130, Tambahan Lem
Nomor 5049);

hun 2009 tentang Pajak Daerah dan
oara Reoublik Indonesia Tahun 2009
6aran Negara Republik lndonesia

12. Undano-Undano Nomor 12 Tahun 201 1 tentano Pembentukan
Peratuian Pe"rundang-Undangan (Lembaran Ndgara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

'14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

I
kedudukan

aran Negara
n Lembaran

'15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lem
Republlk lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambah
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

a

16, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanq Penoelolaan
Keuanqarr Badan Layanan Umum (Lembaran Ne{ara Republik
lndone"sia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemlaran Nbgara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanoan Badan Lavanan Umum (Lembaran Neoara Reoublik
lndone"sia Tahun 2013 Nomor 171, tambahan Lembaran N'egara
Republik lndonesia Nomor 5340;

17. Peraturan Pemerintah.,.



3

17, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanq Dana
Perimbanoan (Lembaran Neoara Reoublik lndonesia Tahun 2005
Nomor i37, 'Tambahan Ldmbaran' Negara Republik lndonesia
Nomor 4575);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanq Sistem lnformasi
Keuanoan Daerah. sebaoaimana telah diubah denoan Peraturan
Pemer"rntah Nomor 65 tahln 2010 tentang Perubahan 

-atas 
Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Neqara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 1 10.
Tambahbn Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentano Penoelolaan
Keuanoan Daerah (Lembaran Neoara Reoublik lndonesr"ra Tah[rn 2005
Nomor"140, Tambdhan Lembarai Negarb Republik lndonesia Nomor
4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
Neqara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Pedoman
(Lembaran
Tambahan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuanoan dan Kineria lnstansi Pemerintah (Lembaran Neoara Reoublik
lndone"sia Tahun 1006 Nomor 25, Tambahan Lemb-aran N'egara
Republik lndonesia Nomor 4614);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keteranoan Pertanoounoiawaban Keoala Daerah keoada Dewan
Penruakilan Rakyal" D'de.ah dan ' Informasi Periyelenoqaraan
Pemerintahan Dadrah kepada Masyarakat (Lembaran Ne(ara Rdpublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4693);

23, Peraturan Pemerintah Nomor '16 Tahun 2010 tentano Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Penruakilan Rakyat Daerah ientang Tata
Tertib Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5104);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
20'10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 f ahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'14 Nomor 123 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

28. Peraturan Pemerintah.,...
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20'15 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);

30, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang
perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Earang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik lndonesia Iahun2017 Nomor 194);

32, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20'1 1

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201'1 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daii
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesiafahun2012 Nomor 540);

34. Peraturan Menteri Dalam Neoeri Nomor 80 Tahun 2015 tentano
Pembentukan Produk Hukurn' Daerah (Berita Negara Republi[
lndonesia Tahun 20'15 Nomor 2036);

35, Peraturan Menteri Dalam Neoeri Nomor 19 Tahun 2016 tentano
Pedoman Pengelolaan Barang-Milik Daerah (Berita Negara Republi(
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaian Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Neqeri Nomor 109 Tahun 2016 tentanq Perubahan Atas
Peraturan lVenteri Dalam Negeri Nomor 31 TahJn 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeraF
Tahun Anggaran 2017;

37, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjqwaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

38. Peraturan Gubernur....
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38, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

dan Dana"Otonomi Khusus sebagaifrana telali diubah dengan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

dan Dana Olonomi Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 71);

39. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

40. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3'(Nomor
Register Qanun Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (31312017)"),

41. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
RakyaI Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Kablpaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7'(Nomor Register Qanun
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (7 171 12017)"),

42, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017
Nomor 9 ''(Nomor Register Qanun Kabupaten Aceh Utara, Provinsi
Aceh (9/133/2017)");

43. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

44, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupalen Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh

Utara Tahun 2013 Nomor 31);

lVenetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran

2017 semula berjumlah Rp. 2.701.388.665,095,83 bertambah sejumlah

Rp. 6,760,644.200,00 sehingga menjadi Rp. 2,7 08.1 49.309.295,83 dengan

rincian sebagai berikut :

1, Pendapatan
a. Semula 2.701 3BB 665.095,83

b, Bertambah/(berkurang) 6,760,644 200.00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2,708.149.309.295,83

Rp,

Rp,

2. Belanja Daerah
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2. Belanja Daerah

a, Semula

b, Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja setelah perubahan

Surplus/(Deflsit) Setelah Perubahan

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)

Rp. 2.7 14.589,771 908,83
D 7,822.52 00

2.75?.412.294 519,83

144.262.985 224,00)

11

Rp
Rp

Rp.

Rp.

22.328.655.046,00
21 .934.330.178,002) Bertambah /(berkurang)

Jumlahpenerimaansetelah perubahan Rp. 44.262.985.224,04

Rp.

Rp.
9,127,548.233,00

(9 127 548 233,00)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 44.262385,224,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1 dirinci lebih laniut dalam Lampiran ll, Lampiran lll dan

Lampiran lV Peraturan Bupati 'ri.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 5

Pelaksanaan Peniabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Utara yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuaj dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 6
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Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh

Utara dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe.

oada tanooal 5 Desember 2017 l{i

15 Rabi'ulAwal 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD TH}B

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 r 2017 lrl

15 Rabi'ulAwal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

U TEN ACEH UTARA,

A11
UL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71


